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BUPATILUWU 
PROVINSISULAWESISELATAN 
PERATURAN BUPATI LUWU 
NOMOR : o r.i:11JtU, �r:.116 

TEN TANG 

PERUBAHAN KEDELAPAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 
TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BU PAT I LUWU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan ketidaksesuaian rekening belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, perlu dilakukan penyesuaian kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan dalam 
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERUBAHAN KEDELAPAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 
DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 
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Pasal 1 

Menggeser Anggaran Belanja Langsung beberapa kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 
Tahun 2017 tanggal 21 Desember 201 7 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018. 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Belopa 
pada tanggal 17 Juli 2 ·18 

SEK�/ DAERAH KABUPATEN LUWU, 

SYAIF�AM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NO MOR 9� 





·�mpiran t' Peraturan Bupati Luwu 
Nomor : 91., 'l'..;.}=1 j. r: '· 1 C Tanggal : 17 Juli 2C 16 

PERUBAHAN KEDELAPAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

URUSAN PEMERINTAHAN 
ORGANISASI 
SUB UNIT ORGANISASI 

1.01 
1.01.01 
1.01.01 

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KODE u R A I A N ANGGARAN ANGGARAN LEBIH D/o KETERANGAN REKENING FARSIAL (KU RANG) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.01.01.15.70 Kegiatan: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pengadaan A/at Permainan 36,000,000.00 36,000,000.00 - - 
\ 

edukatif {APE} 
-- 

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 36,000,000.00 36,000,000.00 100.00 - --- 
5.2.2.23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - 36,000,000.00 36,000,000.00 100.00 -- -- 
5.2.2.23.01 Belanja Barang Untuk Diserc1hkan kepada Masyarakat -- 33,650,000.00 33,650,000.00 100.00 ---- 

Alat pembelajaran edukatif luar ke�as 33,650,000.00 33,650,000.00 100.00 - - rx, AL-SALSABILA - 16,825,000.00 16,825,000.00 100.00 -- - Tl<. PATRIA KARIAKO - 16,825,000.00 16,825,000.00 100.00 
Biaya Umum - 2,350,000.00 2,350,000.00 100.00 
- Perencanaan - 1,006,000.00 1,006,000.00 100.00 
- Pengawasan - 672,000.00 672,000.00 100.00 
- Administrasi - 672,000.00 672,000.00 100.00 

- 
5.2.3 Belanja Modal 36,000,000.00 - (36,000,000.00) (100.00) - 
5.2.3.37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 36,000,000.00 - (36,000,000.00) (100.00) 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lainAlat 36,000,000.00 (36,000,000.00) (100.00) -- 5.2.3.37.13 - 
Peraga/Praktek Sekolah ·- Alat pembelajaran edukatif luar kelas 33,650,000.00 - (33,650,000.00) (100.00) �-- 

- Tl<. AL-SALSABILA 16,825,000.00 - (16,825,000.00) (100.00) 
I---· .. 

- Tl<. PATRIA KARIAKO 16,825,000.00 - (16,825,000.00) (100.00) - 
BiayaUmum 2,350,000.00 - (2,350,000.00) (100.00) 

1--· 
1,006,000.00 ( 1,006,000.00) (100.00) - Perencanaan - 

- Pengawasan 672,000.00 - (672,000.00) (100.00) 
- Administrasi 672,000.00 - (672,000.00) (100.00) 




